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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada Kas Daerah
berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah menetapkan bahwa Pajak Reklame merupakan Objek
Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten
Karanganyar, dengan tiada mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan digunakan
untuk membayar pengeluaran umum bagi penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Karanganyar ;

b. bahwa Pajak Reklame dalam pemungutannya agar tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan
pajak harus memenuhi syarat keadilan, tidak menganggu
perekonomian (syarat ekonomis), dan pemungutannya harus
efisien, serta harus sederhana, mengingat wajib pajak reklame
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau
melakukan pemasangan reklame dengan tujuan komersial,
maka pemungutan pajak reklame lebih diarahkan untuk
menambah Pendapatan Asli Daerah guna membiayai
pengeluaran umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan b maka
perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;
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5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar
Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat I Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANY AR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Karanganyar ;

Bupati adalah Bupati Karanganyar ;

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas

10.

11.

tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan
komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan
atau memujikan suatu barang, jasa atau orang Yyang
ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar
dari suatu tempat olen umum, kecuali yang dilakukan oleh
pemerintah ;

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan
daerah atas penyelenggaraan reklame ;

Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat
pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;

Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan Hukum
yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama
dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya ;

Kawasan/ zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai
dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan
untuk pemasangan reklame ;

Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut
NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya
yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame
termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame,
konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan,
pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan,
pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain
sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung,
dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang
ditempat yang telah diijinkan ;

Nilai strategis titik lokasi reklame adalah ukuran nilai yang
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut
berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota
untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
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balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,

Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis,
Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya ;

13. Subyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Subyek Pajak adalah Orang
Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah ;

14.Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang
Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungut atau pemotong pajak tertentu;

15.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim ;

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim ;

17.Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun Pajak ;

18.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya ;

20.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang olen Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau
harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
Perpajakan Daerah ;

21.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditunjuk oleh Bupati;

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak ;

23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang;
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adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak ;

27.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat
untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda ;

28.Surat Peraturan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat
Peraturan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;

29.Surat Peraturan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat
Peraturan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

30.Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas
banding terhadap Surat Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

31.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir ;

32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

33.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi
serta menemukan tersangkanya ;

34.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak ;

35. Tarip Pajak adalah Harga atau Daftar dari harga Pajak yang tetap ;

36.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan ;

37.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
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Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat
Reklame.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame.

(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. reklame Papan/Billboard/Megatron ;

reklame Kain ;

reklame Melekat (stiker) ;

reklame Selebaran ;

reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan ;

-~ ® o0 T

reklame Udara ;
reklame Suara ;

= @

reklame Film/Slide ;

reklame Peragaan ;
. flak cein ;

k. tinplet

[. rombong.

(3) Tidak termasuk Obyek Pajak Reklame adalah :

a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;

b. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan atau melakukan pemasangan Reklame.

(2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Reklame.

BAB i
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa Reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
diperhitungkan dengan memperhatikan kawasan/zone penempatan, jenis, jangka
waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
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memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame
dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama

pemasangan, nilai strategis lokasi reklame, jenis Reklame, ketinggian
pemasangan dan ukuran media.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka nilai sewa Reklame
ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa Pajak/masa
penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan,
pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi Reklame, jenis Reklame,
ketinggian pemasangan dan ukuran media.

(5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini dinyatakan dalam bentuk Tabel dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 6

Besar tarip Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari dasar
pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan
sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 8

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan
kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya
masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9
Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
Pasal 10

(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak.
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(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT.

(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini
dapat diterbitkan STPD, SKP, SKK, dan Putusan Banding sebagai dasar
pemungutan dan penyetoran Pajak.

Pasal 11

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, SKP
dan SKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan
Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penerbitan SKPDKB, atau
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12
Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat obyek pajak.
Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar ;

2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;

3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang ;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Pasal ini dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
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(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan atau salah hitung ;

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan,
dan ditagih melalui STPD.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK dan Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan
penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK
dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu :

SKPD ;
SKPDKB ;
SKPDKBT ;
SKPDLB ;
SKPDN ;

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

-~ 0 a0 T p

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak
tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)Pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi Peraturan atas keberatan yang diajukan.

(2) Peraturan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu Peraturan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 19
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Peraturan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.
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(tiga) bulan sejak Peraturan diterima, dilampiri salinan dari surat Peraturan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

BAB VIl
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan
SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Vil
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati ;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, harus memberikan Peraturan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Peraturan, permohonan
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

; Your complimentary

— use period has ended.

Thank you for using

s Com plete PDF Complete.
Click Here to up

Uniimite junyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak ;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.
Pasal 24

Pedoman tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

(1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan
pembukuan ;

(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pembukuan diatur oleh Bupati.

Pasal 26

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak
yang terutang ;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak,
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan .

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli ahli
yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan .

(3) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan tenaga-tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, supaya memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang
ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum
Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus
menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang
diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan
dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak yang terutang.
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dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak yang terutang.

Pasal 29

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak
atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang
bersangkutan.

Pasal 30

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah
ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), paling banyak Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang
yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda minimal Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah),

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

(4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
dapat ditinjau sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah ini merupakan Penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
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atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e Pasal ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

J.  menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum vyang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya dan diteruskan
oleh Bupati kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame di

Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR
ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006
SEKRETARIS DAERAH

ttd

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 17
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ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG
PAJAK REKLAME
. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Reklame merupakan pajak
Kabupaten/kota.

Bahwa penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Karanganyar
merupakan objek pajak yang selama ini dipungut kontribusi berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 6
Tahun 1998 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Daerah Tingkat I
Karanganyar. Pengenaan kontribusi dengan dasar ketentuan dimaksud perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mempedomani
pengenaan Pajak Reklame perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar tentang Pajak Reklame.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :  Pasal ini memuat pengertian istilah
yang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah ini. Dengan adanya pengertian
tentang istilah tersebut dimaksudkan
untuk mencegah timbulnya salah tafsir
dan salah pengertian dalam
memahami serta melaksanakan pasal-
pasal yang bersangkutan sehingga
wajib pajak dan aparatur dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya
dapat berjalan dengan lancar dan
akhirnya dapat dicapai tertib
administrasi. Pengertian dari istilah-
istilah tersebut diperlukan karena
mengandung pengertian yang baku
dan teknis dalam bidang Pajak

Reklame.
Pasal 2 : cukup Jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : cukup jelas
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Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)

© 00 N O

10
11
12
13

Pasal 13 ayat (1)

Nilai Jual Obyek Pajak reklame adalah
hasil perhitungan nilai setrategis lokasi
reklame dikalikan kawasan/zone.

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

Yang dimaksud dengan tidak dapat
diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan pajak
tidak dapat diserahkan kepada pihak
ketiga. Namun dimungkinkan adanya
kerjasama dengan pihak ketiga dalam
rangka proses pemungutan pajak,
antara lain, pencetakan formulir
perpajakan, pengiriman surat-surat
kepada Wajib Pajak atau
penghimpunan data Obyek dan
Subyek Pajak. Kegiatan yang tidak
dapat dikerjasamakan dengan Pihak
Ketiga adalah kegiatan penghitungan
besarnya pajak yang terutang,
pengawasan penyetoran pajak dan
penagihan pajak.

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

Pasal ini mengatur tentang penerbitan
surat ketetapan pajak atas pajak yang
dibayar sendiri. Penerbitan surat
ketetapan pajak ditujukan kepada
Wajib Pajak tertentu yang disebabkan
oleh ketidakbenaran dalam mengisi
SPPD atau karena ditemukannya data
fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib
Pajak.

Ketentuan ayat ini memberi
kewenangan kepada Bupati untuk
dapat menerbitkan SKPDKB,
SKPDKBT atau SKPDN hanya
terhadap kasus-kasus tertentu seperti
tersebut dalam ayat ini dengan
perkataan lain hanya terhadap Wajib
Pajak tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak
memenuhi kewajiban formal dan atau
kewajiban material.


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

PDE

£ Complete

Cllck Here to

Unlimited Pages

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

ayat (1) huruf a angka 1)
ayat (1) huruf a angka 2)
ayat (1) huruf a angka 3)

ayat (1) huruf b
ayat (1) huruf c

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPPD pada tahun
pajak 2001. Setelah ditegur dalam
jangka waktu tertentu juga belum
menyampaikan SPPD, maka dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun Bupati dapat menerbitkan
SKPDKB atas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak
menyampaikan SPTPD pada tahun
pajak 2001. Dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun, ternyata
dari hasil pemeriksaan SPTPD
yang disampaikan tidak benar.
Atas pajak yang terutang yang
kurang bayar tersebut, Bupati
dapat menerbitkan SKPDKB

ditambah dengan sanksi
administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Contoh 2 yang
telah diterbitkan SKPDKB, apabila
dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun sesudah pajak yang
terutang ditemukan data baru dan
atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang
terutang, maka Bupati dapat
menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil
pemeriksaan Bupati ternyata
jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak, maka Bupati
dapat menerbitkan SKPDN.

cukup jelas
cukup jelas

Yang dimaksud dengan penetapan
pajak secara jabatan adalah
penetapan besarnya pajak terutang
yang dilakukan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk berdasarkan
data yang ada atau keterangan lain
yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

cukup jelas
cukup jelas
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ayat (3)

ayat (4)
ayat (5)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap
Wajib Pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya yaitu
mengenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari pajak yang tidak
atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan atas pajak yang tidak
atau terlambat dibayar. Sanksi
administrasi berupa denda dihitung
sejak saat terutangnya pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB.

Dalam hal Wajib Pajak tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, yaitu dengan ditemukannya
data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang berasal dari
hasil pemeriksaan sehingga pajak
yang terutang bertambah, maka
terhnadap Wajib Pajak dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan
100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak. Sanksi administrasi
ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkannya sebelum diadakan
tindakan pemeriksaan.

Cukup jelas

Dalam hal Wajib Pajak tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak
tidak mengisi SPPD yang seharusnya
dilakukannya, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak
sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak yang terutang. Dalam
kasus ini, maka Bupati menetapkan
pajak yang terutang secara jabatan
melalui penerbitan SKPDKB. Selain
sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak yang terutang juga
dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan. Sanksi
administrasi berupa dihitung sejak saat
terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB.
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ayat (2)
ayat (3)

Pasal 15 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
Pasal 16 ayat (1)
ayat (2)

Pasal 17 ayat (1)

STPD diterbitkan baik terhadap Wajib
Pajak yang melakukan kewajiban
pajak yang dibayar sendiri maupun
terhadap Wajib Pajak yang
melaksanakan kewajiban pajak yang
dipungut. Sanksi administrasi berupa
bunga dikenakan kepada Wajib Pajak
yang tidak atau kurang membayar
pajak yang terutang, sedangkan
sanksi administrasi berupa denda
dikenakan karena tidak dipenuhinya
ketentuan formal, misalnya : tidak atau
terlambat menyampaikan SPPD.

Cukup jelas

Ayat ini mengatur pengenaan bunga
atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar pada saat jatuh tempo
pembayaran atau terlambat dibayar.

Bupati menentukan jatuh tempo
pembayaran atas jenis-jenis pajak,
namun tidak melebihi 30 (tiga puluh)
hari setelah saat terutangnya pajak.
Keterlambatan dalam pembayaran
masa tersebut berakibat dikenakannya
sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Contoh :

Bupati dapat menentukan jatuh tempo
pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor satu hari setelah tanggal
berakhirnya Pajak Kendaraan
Bermotor atas suatu kendaraan
bermotor.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Dasar hukum pelaksanaan Surat
Paksa didasarkan pada peraturan
perundang-undangan perpajakan di
bidang penagihan pajak.

Apabila Wajib Pajak berpendapat
bahwa jumlah pajak dalam surat
ketetapan pajak dan pemungutan tidak
sebagaimana mestinya, maka Wajib
Pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Bupati yang
menerbitkan surat ketetapan pajak.
Keberatan yang diajukan adalah
terhadap materi atau isi dari ketetapan
dengan membuat perhitungan jumlah
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ayat (1)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)
ayat (6)

Pasal 18 ayat (1)

Huruf a
Huruf b
Huruf ¢
Huruf d
Huruf e
Huruf f

yang seharusnya dibayar menurut
perhitungan Wajib Pajak.Satu
keberatan harus diajukan terhadap
satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan pihak ketiga
adalah orang pribadi/badan yang
ditunjuk oleh Bupati sebagai
pemotong/pemungut pajak.

Alasan-alasan yang jelas di sini adalah
mengemukakan dengan data atau
bukti bahwa jumlah pajak yang
terutang atau pajak lebih bayar yang
ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak
membuktikan ketidak benaran
petetapan pajak, dalam hal Wajib
Pajak mengajukan keberatan terhadap
pajak-pajak yang ditetapkan secara
jabatan. Surat Ketetapan Pajak secara
jabatan tersebut diterbitkan karena
Wajib Pajak tidak menyampaikan
SPPD meskipun telah ditegur secara
tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak
membuktikan ketidakbenaran Surat
Ketetapan Pajak secara jabatan itu,
maka keberatannya ditolak.

Yang dimaksud dengan keadaan di
luar kekuasaannya adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar
kehendak/kekuasaan Wajib Pajak,
misalnya : karena Wajib Pajak sakit
atau terkena musibah bencana alam.

Cukup jelas

Ketentuan ini perlu dicantumkan
dengan maksud agar Wajib Pajak
tidak menghindarkan kewajiban untuk
membayar pajak yang telah ditetapkan
dengan dalih mengajukan keberatan,
sehingga dapat dicegah terganggunya
penerimaan daerah.

Ayat ini memberikan kepastian hukum
kepada Wajib Pajak maupun fiskus
dan dalam rangka tertib administrasi,
oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi
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ayat (2)
ayat (3)

Pasal 19 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)

Peraturan oleh Bupati dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak Surat Keberatan diterima.

Cukup jelas
Cukup jelas

Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan banding hanya kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
terhadap Peraturan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh
Bupati, sehubungan dengan hak-hak
yang dimiliki oleh Wajib Pajak kepada
hak siapa akhirnya hak itu
disampaikan.  Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak, yang berkedudukan
di Jakarta adalah suatu badan yang
bertugas dan berkewajiban untuk
memutus pada tingkat tertinggi
dan/atau terakhir semua perselisihan-
perselisihan pajak baik pajak-pajak
negara maupun pajak daerah
sepanjang hal ini diperkenankan oleh
Undang-undang atau peraturan-
peraturan pajak yang bersangkutan.

Wajib pajak dapat mengajukan
permohonan banding hanya kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

terhadap Peraturan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh
Bupati. Banding diajukan dalam

jangka waktu 3 bulan sejak Peraturan
keberatan diterima dengan cara : 1)
tertulis dan dalam bahasa Indonesia;
2) mengemukakan alasan-alasan yang
jelas; 3) dilampiri salinan surat
Peraturan keberatan.

Pengajuan permohonan banding tidak
menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan penagihan pajak.

Apabila permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak

dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga 2 % sebulan (maksimal
24 bulan) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 21 ayat (1)

ayat (2) Huruf a
ayat (2)Huruf b

ayat (3)
ayat (1)
ayat (2)

ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)
ayat (6)

ayat (7)

ayat (1)

ayat (2) Huruf a

ayat (2) Huruf b

Imbalan bunga dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar.

Cukup jelas
Cukup jelas

Bupati karena jabatannya dan
berlandaskan unsur keadilan dapat
mengurangkan atau membatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar
misalnya: Wajib Pajak yang ditolak
pengajuan keberatannya karena tidak
memenuhi persyaratan formal
(memasukkan Surat Keberatan tidak
pada waktunya) meskipun persyaratan
material terpenuhi.

Cukup jelas
Cukup jelas

Bupati sebelum memberikan
Peraturan dalam hal kelebihan
pembayaran pajak harus melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Besarnya imbalan bunga atas
keterlambatan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dihitung
dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB sampai
dengan saat dilakukannya
pembayaran kelebihan.

Cukup jelas

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini
perlu ditetapkan untuk memberi
kepastian hukum kapan utang pajak
tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran
dan Surat Paksa, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

Yang dimaksud dengan pengakuan
utang pajak secara langsung adalah
Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan
utang secara tidak langsung adalah
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Pasal 24
Pasal 25 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 26 ayat (1)

ayat (2) huruf a

ayat (3) huruf b

ayat (3) huruf c
Pasal 27 ayat (1)

Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata
langsung menyatakan bahwa ia
mengakui mempunyai utang pajak
kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan
permohonan  angsuran/penundaan
pembayaran;

- Wajib Pajak mengajukan
permohonan keberatan.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan kriteria
tertentu adalah 1) Wajib pajak orang
pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas dengan peredaran
bruto sebesar Rp. 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah atau lebih
dalam 1 (satu) tahun  wajib
menyelenggarakan pembukuan 2)
Wajib Pajak melakukan usaha yang
berupa antara lain, jasa, dagang
dengan omzet di atas Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
per tahun.

Cukup jelas

Bupati dalam rangka pengawasan
berwenang melakukan pemeriksaan
untuk :

a. menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah ;

b. tujuan lain dalam rangka
melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor
atau di tempat Wajib Pajak yang
lingkup pemeriksaannya dapat meliputi
tahun-tahun yang lalu maupun tahun
berjalan.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Setiap pejabat baik petugas pajak
maupun mereka yang melakukan
tugas di bidang perpajakan daerah
dilarang mengungkapkan kerahasiaan
Wajib Pajak yang menyangkut
masalah perpajakan daerah. Masalah
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ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)
Pasal 28 ayat (1)

kerahasiaan tersebut perlu mendapat
perlindungan untuk mencegah
disalahgunakannya bahan keterangan
Wajib Pajak dalam usaha persaingan
dagang atau mengungkapkan
keadaan asal-usul kekayaan dari
Wajib Pajak yang dapat dikategorikan
sebagai rahasia pribadi berdasarkan
asas hukum pajak.

Para ahli dalam ayat ini adalah seperti
akuntan, pengacara dan sebagainya
yang ditunjuk oleh Bupati untuk
membantu  pelaksanaan  undang-
undang perpajakan daerah.

Untuk kepentingan daerah misalnya :
dalam rangka kerja sama dengan
instansi lain, keterangan atau bukti
tertulis tentang Wajib Pajak dapat
diberikan atau diperlihatkan kepada
pihak tertentu yang ditunjuk oleh
Bupati.

Dalam surat izin yang diterbitkan
Bupati harus dicantumkan nama Wajib
Pajak, pihak yang ditunjuk, pejabat,
ahli atau tenaga ahli.

Pemberian izin tersebut dilakukan
secara terbatas dalam hal-hal yang
dipandang perlu oleh Bupati.

Untuk melaksanakan pemeriksaan di
sidang pengadilan dalam rangka
pidana atau perdata yang
berhubungan dengan masalah
perpajakan daerah, demi kepentingan
peradilan Bupati memberikan izin
pembebasan atas kewajiban
kerahasiaan kepada pejabat pajak,
termasuk pejabat pajak  yang
ditugaskan dalam Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dan para ahli, atas
permintaan tertulis Hakim Ketua
Sidang.

Cukup jelas

Dengan adanya sanksi pidana,
diharapkan timbulnya kesadaran Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud dengan kealpaan
berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-
hati atau kurang mengindahkan
kewajibannya sehingga perbuatan
tersebut menimbulkan kerugian
keuangan daerah.
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Pasal 29

Pasal 30 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)
Pasal 31
Pasal 32 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35

Perbuatan atau tindakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja, dikenakan
sanksi yang lebih berat daripada alpa,
mengingat pentingnya penerimaan
pajak bagi Daerah.

Ketentuan ini dimaksudkan guna
memberikan suatu kepastian hukum
bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum
dan Hakim.

Ketentuan ini untuk menjamin bahwa
kerahasiaan mengenai perpajakan
daerah tidak akan diberitahukan
kepada pihak lain, juga agar supaya
Wajib Pajak dalam memberikan data
dan keterangan kepada pejabat
mengenai perpajakan daerah tidak
ragu-ragu.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja, dikenakan
sanksi yang lebih berat.

Tuntutan pidana pada ayat (1) dan
ayat (2) sesuai sifathya adalah
menyangkut kepentingan pribadi
seseorang atau badan selaku Wajib
Pajak, karena itu dijadikan tindak
pidana pengaduan.

Cukup jelas
Cukup jelas

Penyidik di bidang perpajakan daerah
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan  daerah  dilaksanakan
menurut ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana dan
peraturan pelaksanaannya.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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